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Penyelesaian Kasus.

Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 tahun 2009 tentang Keamanan
dan Ketertiban Gampong, pada pasal 6 mengatur tentang sengketa/perselisihan
adat yang terjadi di Gampong salah satunya adalah perselisihan dalam rumah
tangga. Akan tetapi pada Qanun Gampong tersebut belum dijelaskan secara rinci
upaya penyelesaian sengketa dalam rumah tangga yang baik dengan lebih khusus
melindungi dan memberi keadilan bagi korban. Tujuan penelitian ini untuk: untuk
mengetahui fungsi dan peran aparatur Gampong dalam menyelesaikan kasus
kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam
rumah tangga, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian
kasus kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (Penelitian lapangan).
Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk menemukan
fakta-fakta, mendiskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: Aparatur Gampong mengamankan para pihak
yang bersengketa, dari laporan sengketa tersebut Aparatur Gampong dan pihak
yang bersengketa sama-sama memusyawarahkan untuk menyelesaikan perkara
tersebut. Pelaksanaan penyelesaian memiliki proses dan tata cara dengan
beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu: tahapan pelaporan, penerimaan perkara,
mendengar keterangan dari pihak bersengketa, mendengar keterangan dari pihak
saksi, tahapan putusan dan pemberian sanksi putusan. Segala proses penyelesaian
dan sanksi yang akan di ambil harus merujuk pada hukum adat di Gampong,
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamkuta
Blang Mee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut
sesuai dengan konsep hukum ta’zir. Hukuman fa’zir yang diberikan adalah
berupa nasehat, sanksi teguran, dan pernyataan
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama Huruf Nama Huruf | Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| AlIf | tidak tidak ik ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
w Ba’ b Be M za z zet
' (dengan
titik di
bawah)
< Ta’ t Te ¢ ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ § es (dengan | ¢ Gain g Ge
titik di
atas)
z Jim J je s Fa’ f Ef
Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
< (dengan ©
titik di
bawah)
c Kha’ kh ka dan ha S Kaf k Ka
K Dal d De J Lam I El
3 Zal z zet a Mim m Em
(dengan
titik di
atas)
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B Ra’ R Er O Nin En
) Zai Z Zet Wau We
g Sin S Es > Ha’ Ha
B Syin Sy es dan ye e Hhamz Apostrof
a
U Sad S e_s_(dengan © Ya’ Ye
titik di
bawah)
U Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

1) Vokal tunggal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
o Kasrah | |
i~ dammah u U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ Al adani
- fathah dan wau Au adanu

5.




S kataba
d‘f -fa‘ala
P .{ -zukira
WYY -yazhabu
d-\i-“ -su’ila
Gl kaifa
J  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
sl fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya’
.G kasrah dan ya’ [ i dan garis di atas
,,fj dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
Ja -qala
53) -rama
J& gila

:5_93-’,. -yaqiilu

4. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk t@’ marbitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbigah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbiitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).




Contoh: |
J WhYlias) —raud ah al-agfal
L . -raud atul atfal
3554l 148aall _al-Madinah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah

dalla yg/pah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

t‘f‘) -rabbana
d)-' -nazzala
3;\5\ -al-birr
&l -al-hajj
es':' -nu’ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J) ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.
Contoh:
Jdao) -ar-rajulu

S |

o -as-sayyidatu

Cradil  -asy-syamsu
Xi



Al -al-galamu
&l al-badiu
JoAl -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
ISt
SESCS G -ta’ khuzina
¢3m -an-nau’
(s -syai 'un
o) -inna
2
ERPE g
‘—')9‘ -umirtu
XKl -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

u;éub“j—b}é-j 41“:’\} -Wa inna Allah lahuwa khair ar-

razigim
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

O el 000 38 508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan

JUAT 2805 -Ibrahim al-Khal
a L Haslal 3 4l sy -Bismillahi majraha wa mursah
ol Fa o W) e g -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man

istata‘a ilahi sabila
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v‘-‘-’“ ‘\-‘M ﬁ Uai R -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistata ‘a ilaihi sabild

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
a}i‘u&” EVESA 1-23 -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl a5 s alsh ) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
Z\S) L i\i‘-‘ Lﬁﬂ -lallazi bibakkata mubarakkan
Gl 4 J 3 Al Gima’y il -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
; qur’anu
Q;‘;’—ij\ ;“9331 L;‘ {\Jﬂj -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Gal el oy 4 sl -Alhamdu lillahi rabbi al- ‘Glamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
Cy 8 ok A (peyial -Nasrun minallahi wa fathun garib
\*;’-AA };y\ 4:“ -Lillahi alOamru jami‘an

Lillahil-amru jami ‘an
;:-‘l‘— °¢5“‘ US-‘ A3 -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
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10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan di masyarakat bukanlah hal baru. Kekerasan sering digunakan
dalam kaitannya dengan kejahatan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), yang paling mencolok adalah kekerasan dalam rumah
tangga, yang sering menimpa perempuan. Kekerasan ini biasanya dilakukan
secara rahasia (hidden crime) karena baik pelaku maupun korban berusaha
merahasiakan perbuatan tersebut dari publik.! Menurut pasal 1 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UU PDKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu
perbuatan yang terjadi di rumah tangga yang dilakukan oleh suami, istri, dan anak
yang berdampak negatif terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk tindak
pidana. Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari hari ke hari, hal ini
diperlukan suatu tindakan hukum yang lebih disesuaikan untuk mencegah dan
mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, yang telah ditangani oleh pemerintah
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai yang termuat dalam asas
yang terdapat dalam pasal 3 yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia,
mempertahankan hak dan kesetaraan gender, larangan diskriminasi dan
perlindungan korban, yang diharapkan dapat menjadi suatu solusi untuk
mengatasi dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya

penegakan hukum.?

1 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologi, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 1-2
2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
1



Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih banyak yang
tidak menyadari sudah melakukannya, mereka menganggap bahwa kekerasan
dalam rumah tangga yang mereka lakukan hal yang wajar untuk menyelesaikan
masalah. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat,
masalah kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, hal-hal yang menimbulkan
kekerasan di dalam rumah tangga biasanya hal yang sangat ringan dan berakhir
dengan perdebatan besar serta terjadinya kekerasan, berupa kekerasan fisik,
kekerasan psikis ataupun yang lainnya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang
yang memiliki hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan anak-
anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah yang sama. Ironisnya,
KDRT merupakan struktur budaya yang belum dipahami, padahal perlindungan
nasional dan sosial bertujuan agar korban merasa aman dan menentang tindakan
pelaku, seringkali disembunyikan oleh korban, karena terkait dengan agama dan
ketertiban hukum 3

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat
digolongkan dalam hal sebagai berikut:*

1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa
sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak,
mendorong, menusuk dengan benda tajam, bahkan membakar.

2) Kekerasan psikis, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata
kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman, ucapan merendahkan, dan
lain sebagainya.

3) Kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks,
pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat

atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu,

3 Febri Endra Budi Setyawan, Pendekatan Pelayanan, Dokter Keluarga, (Malang:
Zifatama Jawara, 2019), him. 302

4 Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Perpektif Hukum Perdata dan Pidana
Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 125-126



pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial,
dan/atau tujuan tertentu.

4) Kekerasan ekonomi yaitu tidak memberikan nafkah, perawatan, atau
pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dilaksanakan sesuai asas yang terdapat dalam pasal 3 yaitu,
menghormati hak asasi manusia, mempertahankan hak dan kesetaraan gender,
Non-diskriminasi dan perlindungan korban, yang diharapkan dapat menjadi suatu
solusi untuk mengatasi dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga
dalam upaya penegakan hukum. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga
menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga, yaitu korban mendapatkan hak-hak korban, Kewajiban
Pihak Pemerintah dan masyarakat, Pemulihan korban, dan Penyelesaain
Kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan sanksi hukum sesuai dengan
ketentuan pidana.®

Dalam ajaran Islam juga secara tegas melarang terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan sebagaimana firman Allah yang
berbunyi:
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Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang
nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.
(An-Nisa (4): 19).°

5> Rebublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6 QS. An-Nisa (4): 19.



Sementara itu Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan kepada para
sahabatnya, untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan atau bahkan
pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak Riwayat yang mengatakan tentang
Tindakan dan perkataan lemah lembut Rasulullah kepada anak-anak. Misalnya
hadis yang berbicara tentang teguran Rasulullah Ketika beliau melihat seorang
wanita yang menarik paksa anaknya sambil buang air kecil di pangkuan
Rasulullah. Pada hadis yang lainnya dijelaskan Rasulullah tidak pernah sekalipun
memukul anak, akan tetapi beliau menjelaskan bagaimana aturan pemukulan dan
bahaya pemukulan.’

Menurut perpektif pidana Islam, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
suami terhadap istrinya adalah suatu bentuk kejahatan, serta perbuatan yang tidak
diperolehkan syariat, karena merugikan istrinya, oleh karenanya itu termasuk ke
dalam perbuatan jarimah.

Pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan
beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan Pendidikan, dan
peran ulama dalam pengembilan keputusan kebijakan Aceh. Aceh telah diberikan
kewenangan untuk membuat dan mengatur keistimewaan yang dimiliki
menggunakan perda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.® Adapun
perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat seperti yang tercantum di dalam
pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, tentang suatu sengketa atau penyelesaian
sengketa yang dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh badan adat, yaitu semua
perkara yang ringan.

Proses dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga adat lain yang
memiliki wewenang dan delegasi penuh di bidangnya masing-masing. Dalam
Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat

" Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KORDINAT, Vol. XV1, No.
1, April 2017, him, 170.

8 Sitti Mawar, Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh, Legitiminasi Jurnal
Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10 No. 2, July-Desember 2021, him. 159.



Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat
yang terjadi di Gampong salah satunya adalah Perselisihan dalam rumah tangga.®

Qanun Nomor 9 Tahun 2008, memerintahkan para aparat penegak hukum
untuk memberikan peluang penyelesaian sengketa/perselisinan adat dapat
diselesaikan secara adat terlebih dahulu, melalui penegak hukum adat gampong.
Penyelesaian sengketa/perselisihan adat tersebut diselesaikan secara bertahap.
Dengan kata lain, sengketa/perselisinan yang terjadi adalah yang pertama
diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak dapat diselesaikan maka
selanjutnya adalah penyelesaian secara adat di gampong. Jika tidak dapat
diselesaikan secara adat maka aparat penegak hukum akan mengatasinya

Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009, Tentang
Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee, Kecamatan Lhoong,
Kabupaten Aceh Besar, pada Bab 111 mengatur tentang keamanan Gampong, di
dalam pasal 6 ayat 1 berbunyi: Jika terjadi sengketa/perselisihan dalam rumah
tangga dapat diselesaikan secara bertingkat, dari tingkat keluarga, dusun dan
gampong sesuai dengan hukum adat yang berlaku serta Tata cara perdamaaian
ditetapkan oleh Geuchik sesuai dengan hukum adat yang berlaku di gampong
bertempat di Meunasah Gampong.*°

Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee mengatur tentang sanksi, yang
terdapat di dalam pasal 12 berbunyi: Pelanggaran terhadap perselisihan Rumah
Tangga akan diberikan teguran dan dinasehati oleh Keuchik, sampai peringatan
ke 3, jika tetap melanggar maka yang berpekara tersebut dibawa ke meunasah
gampong untuk diberikan sanksi adat sesuai atas musyawarah orang tua gampong.
Sanksi adat yang dimaksud adalah “Pelaku diwajibkan mempeusiejuek tempat

kejadian dengan ketentuan; pelaku menyediakan satu ekor kambing berumur

9 Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan Kehidupan Adat dan
Istiadat.

10 pasal 6 Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Keamanan dan ketertiban Gampong.



minimal dua tahun, ketan kuning 1 (satu) hidang serta minuman dan juga tawari

dengan ketan kuning atau peusijuk.”!

Hasil penelitian awal, ditemukan ada beberapa kasus kekerasan Dalam

Rumah Tangga yang terjadi di Gampong Lamkuta Blang Mee, berdasarkan

wawancara dengan Khusyairi selaku Keuchik Gampong Lamkuta Blang Me,

mengatakan jumlah kasus KDRT di Gampong Lamkuta Blang Mee terdapat 6

kasus pada tahun 2019-2021. Adapun kasus KDRT yang terjadi di Gampong

Lamkuta Blang Mee dapat dilihat seperti pada tabel 1.1.

No Bentuk KDRT Tahun Penyelesaian

1 | A (Suami) melakukan Diselesaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik dan verbal | 2019 | Gampong sampai berakhir damai
kepada D (lstri)

2 RH (Suami) melakukan Di selesaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik kepada FT | 2019 | Gampong dan diproses ke
(istrr) Mahkamah Syar’iyah dan

berakhir penceraian

3 L (Suami) melakukan Diselesaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik dan verbal | 2020 | Gampong dan diproses
yang mempengaruhi perkaranya ke Mahkamah
kondisi psikis AN (istri) Syar’iyah dan berakhir perceraian

4 | AD (Suami) melakukan Diselesaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik kepada N | 2020 | Gampong sampai berakhir damai
(Istri)

5 Y (Suami) melakukan Diselasaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik dan | 2020 | Gampong sampai berakhir damai
finansial kepada HD (lstri)

6 | WW (Suami) melakukan 2021 | Diselasaikan oleh Perangkat
kekerasan fisik kepada I Gampong sampai berakhir damai
(istri)

Tabel 1.1.

Sumber: Keuchik Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

11 Pasal 12 Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Keamanan dan ketertiban Gampong.




Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee, pada Pasal 12 Qanun Nomor 01
Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee,
belum dijelaskan secara rinci dan jelas bagaimana upaya penyelesaaian sengketa
di dalam rumah tangga yang baik. Adapun sanksi yang diatur didalam Qanun
tersebut lebih banyak mengatur tentang sanksi perselisihan dan atau perkelahian
antar warga, sehingga belum adanya perlindungan terhadap korban dan
perempuan.

Dasarnya Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee No 01 Tahun 2009
dikatakan masih lemah sebagai alat penyelesaain konflik perselisihan dalam
rumah tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee, karena tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Sehingga perlunya revisi terhadap Qanun Nomor 01 Tahun 2009
Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee, Kecamatan
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud untuk
mengangkat sebuah penelitian tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Oleh Aparatur Gampong (Kajian Penerapan Qanun Nomor
01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta

Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang disebutkan diatas, yang menjadi permasalan
penelitian adalah:

1. Bagaimana Fungsi dan Peran Aparatur Gampong dalam meyelesaikan
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Qanun
Gampong Lamkuta Blang mee No. 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan
dan Ketertiban Gampong?



2. Bagaimana Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) berdasarkan Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01
Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus

Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Gampong Lamkuta Blang Mee?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Aparatur Gampong dalam meyelesaikan Kasus
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Qanun Gampong
Lamkuta Blang Mee No. 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan
Ketertiban Gampong.

2. Untuk mengetahui penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) berdasarkan Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01
Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong.

3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, Adapun yang menjadi kajian dalam
penulisan skripsi ini yang berkaitan diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Sinawati “Penyelesaian Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat”, Mahasiswa
Fakultas Syar’iyah dan hukum UIN Ar-Raniry, di dalam penelitian ini membahas
mengenai proses dan tata cara penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam
rumah tangga oleh Lembaga adat di gampong mulia yaitu dengan cara

memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk melakukan perdamaian,



jika tidak menghasilkan perdamaian maka barulah meminta pihak Lembaga
gampong sebagai penengah dengan tahapan yang pertama yaitu melakukan
laporan, kedua penerimaan laporan oleh pihak Lembaga adat, ketiga yaitu tahap
persidangan yang dilakukan oleh Lembaga adat, dan keempat adalah tahapan
pembacaan putusan oleh Lembaga adat dan pemberian sanksi.

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Niska Putri Zal yang berjudul
“Penyelesaian KDRT Menurut hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-
ding Kabupaten Karo, Sumatera Utara” pada tahun 2019 dalam skripsinya
dijelaskan bahwa faktor terjadinya KDRT vyaitu Tidak adanya kesepahaman
antara suami istri, perjudian, kecemburuan, minuman tuak, dan budaya
masyarakat yang menganggap istri juga wajib menafkahi keluarga. Bentuk
Kekerasan yang terjadi di Kecamatan Marding-Ding dalam bentuk kekerasan
fisik, penelantaran rumah tangga, psikis dan seksual. Disarankan kepada lembaga
adat membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk
mendapatkan kepastian hukum. Disarankan harus ada petunjuk untuk desa
tentang perkara-perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat, dan kepada
lembaga adat supaya sanksi adat masih tetap diterapkan dan dipertahankan,
sebelum melapor ke pihak yang berwajib.

Penelitian yang dilakukan oleh Julida Ramadani, berjudul “Penyelesaian
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale
Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)” Mahasiswa Fakultas Syar’iyah dan hukum
UIN Ar-Raniry,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk-bentuk
KDRT adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, dan
poligami adapun faktor-faktor tingginya KDRT adalah pernikahan dini, ekonomi,
dan kasus hamil diluar nikah. Kedua, Mekanisme dan peran lembaga Sarak Opat
dalam menyelesaiakan Kasus KDRT di Aceh Tengah yaitu adanya penyelesaian
perselisihan, lembaga Sarak Opat juga mempunyai tahapan penyelesaian
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sengketa. Namun, penyelesaian melalui lembaga Sarak Opat merupakan jalur
alternatif non-formal. Selain itu, mudah di terima dan di terapkan dalam
masyarakat. Masyarakat kampung juga tidak terbebani dengan mengeluarkan
waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari
hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.
Ketiga, penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah sesuai
dengan konsep As-Shulhu dalam hukum Islam, yaitu perdamaian dua orang
berpekara. Lembaga Sarak Opat dalam hal ini memberikaan nasehat dan teguran
sebagai hukuman Ta’zir kepada pelaku KDRT.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Satria Fatawi, mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, yang berjudul
“Peran Tetua Aceh dalam Mediasi Perceraian di desa Paya Bujok Tunong, Kota
Langsa”. Dalam skripsi ini Ahmad menjelaskan praktik mediasi oleh tetua Aceh
dalam kasus perceraian Di sini Ahmad menjelaskan perbedaan dan persamaan
antara mediasi perceraian dalam hukum Islam dan dalam hukum adat Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan peran orang tua Aceh sangat penting untuk mencegah
perceraian terjadi dalam menangani kasus perceraian di Aceh. Proses penanganan
yang melibatkan pihak-pihak yang bermasalah dan masyarakat sekitar
memberikan dampak fositif untuk menjegah terjadinya perceraian. Sedangkan
dalam hukum Islam seperti yang diterapkan pada Peradilan Agama untuk bisa
menyidangkan perkara perceraian Majelis Hakim wajib lebih dahulu
memerintahkan suami-istri untuk melakukan mediasi. Peran mediator dalam
memediasi permasalahan perceraian sangat penting karena merupakan suatu
proses yang harus dilalui dalam persidangan. Perbedaan mediasi perceraian dalam
hukum Islam dan hukum Adat Aceh terdapat pada faktor mediator. Mediator
dalam hukum Islam mengutus 2 (dua) mediator yang terdiri dari pihak suami dan
pihak istri untuk bermusyawarah. Sedangkan mediator dalam adat Aceh hanya
mengutus 1 (satu) orang yang dipandang sebagai orang bijaksana di Kampung
dan sudah di tuakan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha, berjudul Peran
Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan
Samalanga Kabupaten Bireuen), Mahasiswa Fakultas Syar’iyah dan hukum UIN
Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keuchik dan Tuha Peut di
gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam
menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak
pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong. Penerapan sanksi adat oleh
Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Rizki Ekwanto, berjudul
“Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Kdrt) Di Kabupaten Sleman” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres
Sleman kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar
pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi,
merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan
melalui jalur non penal. Berdasarkan hasil penelitian dari LSM Rifka Annisa.
Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman terkait
mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan
jalur non penal/kekeluargaan yaitu korban melporkan kepada pihak kepolisian
kemudian akan dibuatkan laporan oleh polisi, hasil keterangan pelapor akan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat pengaduan di
atas materai, pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korban, pelaku,
perangkat desa, tokoh agama dan psikolog.

Adapun yang membedakan penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan
penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini beranjak dari kasus-kasus
penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Gampong
Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yang menitik
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beratkan dan memfokuskan pada Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor
01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong.

E. Penjelasan Istilah
Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, maka terlebih dahulu
penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun
penjelasan istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
1. Penyelesaain
Arti dari kata penyelesaain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), yaitu proses, cara; pembuatan dan menyelesaikan.? Penyelesaian
juga sering disebut dengan kata pemecahan atau pemberesan, penyelesaian
merupakan juga suatu proses pemecahan sebuah persoalan yang diselesaikan
dengan suatu proses yang baik.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) vyaitu setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya
kesengsaraan, atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau serta
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum di dalam
lingkup rumah tangga.*®
3. Aparatur Gampong
Aparatur Gampong adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan wilayah tingkat desa. Badan ini tunduk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Pedesaan dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan

12 Tim Bentang Pustaka, Kamus Saku Bahasa Indonesia, cet.1, (Bandung: Bentang
Pustaka, 2010), him. 855.

13 pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
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Pedesaan. Penanggung jawab pemerintahan desa adalah kepala desa yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Aparatur Gampong Orang yang diberikan wewenang untuk menjadikan
dan atau menetapkan hukum di dalam hal adanya sengketa atau perkara adat
di dalam hukum adat yang berfungsi sebagai badan yang menjaga dan
mengembangkan adat dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat dan
lainnya.'*

Dalam struktur organisasi desa, kepala desa juga mendapat
pendampingan dari perangkat desa, diantaranya:*®

a. Sekretaris Desa

b. Kepala Urusan (Kaur)

c. Kepala Seksi (Kasi)

d. Kaur umum dan tu (tata usaha)
e. Kaur keuangan

f. Kaur perencanaan

g. Kasi pemerintahan

h. Kasi kesejahteraan

Kasi pelayanan

j.  Kepala dusun

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses dalam mendapatakan suatu hasil yang
benar melalui langkah-langkah yang sistematis'® Metode yang digunakan dalam
karya ilmiah sangatlah menentukan dalam memeperoleh data yang lengkap

objektif serta tepat, metode juga mempunyai peranan yang penting dalam

14 pedoman Peradilan Adat di Aceh (Untuk Peradilan adat yang adil dan akun tabel), him.
26.

15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pedesaan

16 Soejono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif Serta Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali, 2011), hIm.2.
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penelitian suatu karya ilmiah untuk mewujudkan suatu penelitian yang efektif
serta sistematis.
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, Yyaitu
pendekatan penelitian lapangan. Suatu lapangan yang dilakukan pada pokok
bahasan yang terfokus pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan
data dari lapangan guna penulis dapat memperoleh data yang akurat melalui
metode dan pendekatan yang digunakan dan menjadi suatu penelitian yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (Field research),
dengan deskriptif analisis yaitu penulis bertujuan untuk memperjelas data
tentang suatu gejala dengan cara dianalisa serta mendeskripsikan bagaimana
pelaksanaan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga melalui
Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Keamanan dan Ketertiban Gampong, Qanun No 9 Tahun 2008, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber Hukum Positif dan
hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sumber-sumber yang lainnya yang
berkaitan dengan dengan penelitian ini.'’
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua
kategori, yaitu data primer dan sekunder.
a. Data primer
Data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian,

yang diperoleh secara langsung atau dari lokasi objek penelitian.

7 Soerjono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1986), him 11.
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Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada
Lembaga peradilan adat Gampong Lamkuta BlangMee dan pihak
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder
diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan
pembahasan yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah,
internet dan lain sebagainya.

c. Data tersier

Data tersier ialah data-data yang memberikan penjelasan lebih lanjut
terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Berupa kamus
hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa
inggris dan kamus-kamus yang lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan dengan dua

teknik, yaitu melalui teknik observasi dan wawancara.

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung
atau terlibat langsung di lapangan, seperti mengamati suatu tindak
pidana yang terjadi. Observasi untuk pengamatan dalam konteks
pengumpulan data untuk suatu penelitian. Pengamatan menjadi suatu
proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses, teknik
pengumpulan data, dan pengamatan tentang perilaku pribadi, proses
kerja, dan fenomena alam.*® Melalui observasi penulis melakukan
pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

objek penelitian.

18 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, him. 203
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b. Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi untuk tujuan

penelitian melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara
pewawancara dan narasumber atau narasumber (dengan atau tanpa
panduan wawancara).'® Wawancara yang digunakan penulis adalah
pedoman wawancara, yaitu wawancara berpedoman pada serangkaian
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Apabila ada informasi-
informasi yang perlu di dalam secara mendetail, maka interview dapat
ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Teknik ini
dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi yaitu seperti bertanya
kepada perangkat gampong atau tokoh masyarakat. Responden yang di
wawancarai adalah sebagai berikut:

1) Keuchik Gampong

2) Sekretaris Gampong

3) Tokoh Adat Gampong

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh diperoleh dari sumber yang telah disebutkan di

atas, kemudian tahap berikutnya penulis melakukan analisa adalah tahap yang

penting dan menentukan. Data penelitian dianalisis melalui metode deskriptif

kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan

terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi

teori. Mengikuti Sugiyono, tahapan analisis digunakan dalam penelitian ini ada

empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan

kesimpulan atau varifikasi.

a. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan

sekunder. Data primer berupa Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee

him. 133

19 Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003),
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Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong
dan wawancara dengan informan. Data sekunder yang dikumpulkan
berupa hasil kajian seperti buku, jurnal dan kajian-kajian ilmiah
lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
b. Reduksi Data
Pada bagian peneliti melakukan kritik data dikarenakan data-data
penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah
dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok,
menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut
memberi gambaran yang lebih jelas.
c. Display Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan
data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses
analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam
bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji
secara akurat.
d. Kesimpulan atau Verifikasi Data
Pada tahap ini peneliti membuat satu kesimpulan atas apa yang
ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang
dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah
yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.?°
6. Pedoman Penulisan
Penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada
buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang
diterbitkan oleh Fakultas Syar’iah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif..., him. 261-261.
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G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya,
maka susunan penelitian ilmiah ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjeleasan istilah, kajian pustaka serta
sistematika pemnahasan.

Bab Dua, penulis membahas kewenangan Aparatur Gampong dalam
penyelesaikan kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab Tiga, Analisis Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Oleh Aparatur Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten
Aceh Besar Berdasarkan Qanun Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009.

Bab empat Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan

serta saran-saran.



BAB DUA
KEWENANGAN APARATUR GAMPONG DALAM
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kekerasan Dalam Ruamah Tangga

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan
yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau
sebaliknya oleh istri kepada suami, untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah
tangga dibuatlah Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT) yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang
berumah tangga.?

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana di kemukakan
pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam ringkup rumah tangga.?

Mengacu kepada pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas,
sebagaimana tertera pada undang-undang nomor 23 tahun 2004, terlihat bahwa
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran
hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapuskan, korban kebanyakan adalah perempuan. Pada
kenyataannya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini selain dialami oleh

perempuan, juga dapat dialami oleh anak baik laki-laki atau perempuan, dan juga

21 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). him.
363
22 Amran Suadi dan Mardi candra, Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana
Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 132
19



dapat dialami oleh suami. Oleh karena itu sebagai kewajiban bersama untuk
melakukan pencegahan terjadinya KDRT perlindungan terhadap korban dan
penindakan terhadap pelaku KDRT.?3

B. Pengertian dan Dasar Hukum Aparatur Gampong

1. Pengertian Aparatur Gampong

Pasal 1 angka 6 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan

Gampong menyebutkan bahwa: “Gampong atau nama lain adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di
bawah mukim, yang di pimpin oleh Keuchik atau nama lain, Imum Menasah, dan
Tuha Peut Gampong, yang berhak mengatur dan dan menurus rumah tangganya
sendiri, serta bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan
di gampong.?

2. Dasar Hukum Aparatur Gampong

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan
penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat,
Lembaga-lembaga adat adalah sebagai berikut:?

1) Majelis Adat Aceh;

2) imeum mukim atau nama lain;

3) imeum chik atau nama lain;

4) keuchik atau nama lain;

5) tubha peut atau nama lain;

6) tuha lapan atau nama lain

23 Gaptosis Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia,
(‘Yogyakarta: Deeppublish, 2020). him. 3-4
24 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
% Badruzzaman Ismail, Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: CV.
Boebon Jaya), him, 10.
20
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7) keujruen blang atau nama lain;

8) panglima laot atau nama lain;

9) pawang glee/uteun atau nama lain;
10) petua seuneubok atau nama lain;
11) haria peukan atau nama lain; dan
12) syahbanda atau nama lain.

Salah satu bentuk Lembaga pemerintahan gampong yang mendapat
perhatian khusus, yaitu pemerintahan terendah yang dikenal di Aceh dengan
sebutan Gampong. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “Gampong atau nama lain adalah
kesatuan masyarakat hukum di bawah mukim dan dipimpin olehn Keuchik atau
nama lain dan berhak menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya.”?®

Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang pemerintahan Aceh menyatakan; Dalam wilayah kabupaten/kota
dibentuk gampong atau nama lain, (2) Pemerintahan gampong terdiri atas Keuchik
dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peut atau nama lain.
Sedangkan pada Pasal 117 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut
mengenai  kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat
pemerintahan gampong atau nama lain, diatur dengan Qanun kabupaten/kota.”?’

Selanjutnya Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh. Dalam ganun ini disebutkan
bahwa salah satu fungsi keuchik adalah sebagai hakim perdamaian yang dibantu
oleh Tuha Peut dan Imeum Meunasah, dan memiliki kewenangan untuk
mengadili perkara yang terjadi dalam wilayah hukumnya, baik itu perkara hukum

perdata maupun pidana.

26 pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
27 pasal 155-117 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
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Kedudukan dan Kewenangan Gampong meliputi;?®
Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong;
Kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan gampong;

Kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan gampong; dan

e

Kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong.

Dalam Qanun Aceh, Keuchik mempunyai tugas, antara lain:?°

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.

2) Membina kehidupan beragam dan pelaksanaan syariat kehidupan
beragama.

3) Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat serta kebiasaan yang ada
dalam masyarakat

4) Membina dan memajukan perkonomian masyarakat dan memelihara
kelestarian lingkungan hidup.

5) Memelihara ketentraman dan ketertiban upaya mencegah munculnya
perbuatan maksiat pada masyarakat.

6) Menjadikan hakim perdamaian antar penduduk di dalam kampung,
dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut gampong.

7) Mengajukan rancangan reusam Gampong kepada tahap Gampong untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam
gampong.

8) Mengajukan anggaran rancangan pendapatan belanja gampong kepada
Tuha Peut gampong guna mendapatkan persetujuan untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.

9) Keuchik mewakili Gampongnya dalam dan luar pengadilan dan berhak

untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

28 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong
2Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Pemerintahan Gampong, Pasal 11 dan 12.
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C. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Dasar Hukum (KDRT) Menurut Undang-Undang

Dasar Hukum mengenai tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga
mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang
ini yang menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam hukum positif terkait
larangan dan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana diatur Pada Undang-Undang pada Pasal 1 ayat
(1) UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:* “Kekerasan dalam rumah tangga
adalah setiap perbuatan terhadap seeorang terutama perempuan, yang
berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk anacaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang

ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini, yaitu:

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam rumah tangga; dan atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga.®*

Adapun Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan Penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

%0 Ppasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

31 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
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a. Mencegah segala sesuatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga

b. Melindungi Korban kekerasan dalam Rumah Tangga

c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. Memelihara keuntuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. Dasar Hukum (KDRT) dalam Hukum Islam
Dalam ajaran Islam, KDRT dalam bentuk apapun adalah kezhaliman

yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil’alamin. Dalam
Alqur’an, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan kedalam
perbuatan kejam kepada sesama manusia, dan termasuk juga kategori melampaui
batas. Perbuatan kejam maupun melampaui batas keduanya adalah perbuatan
yang dilarang oleh Allah Swt.*

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan
kekerasan fisik terhadap istri adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat
karena mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh
karena itu termasuk ke dalam perbuatan jarimah. Perbuatan Jarimah dalam hal ini
adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Tindak pidana atas
selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai
badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.3*

Islam telah mengatur tentang kedudukan suami ataupun istri dalam
lingkup keluarga, dengan itu suami diamanahkan untuk menjadi pemimpin dalam
keluarganya. Seorang istri berhak menegur atau menasehati suami apabila suami
tidak melalukan kewajibannya, begitupun sebaliknya jika seorang istri yang

membangkang (nusyuz), sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

%2 pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

3 Rizem Aizid, Figih Keluarga Lengkap, cet-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018). him. 274

34 Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam dan
Hukum Positif, Mahkamah, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), him. 46



25

\yﬁ;@muyﬁu)s;w\\y}u\egduy\y\umm@;
u\ﬁ LJJ)&AJ\JL)AJJMLQJ kY M\A.\uul_\u\Y\m““\Lauau
‘)ﬁs‘ﬁﬁ\%md’%éﬂ—w\ﬁ)&u‘wﬂuﬁwgs

Wahai orang-orang beriman, Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan
kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak
padanya. (QS An-Nisa (4): 19).%°

Adapun hadis yang mengatur hukum tentang larangan melakukan

Kekerasan terhadap istri, adalah hadis Sunan Abu Dawud No. 1835 sebagai
berikut:

e Alse DA foaga (3 Rl il e DA A & i s
uuaw&_\my\usw\um)l\muchJY\A.U\_m:wJ}\A
D50 Jd Y 06 Ay adle i Jie o) e Bl o 5ak e
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Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada
kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah
dari Daud bin Abdullah Al Audi dari Abdurrahman Al Musli dari Al Asy'ats
bin Qais dari Umar bin Al Khathab dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul
isterinya.

Dalam perpektif hukum Islam, penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga bukanlah hal baru. Dalam Al-qur’an dan hadis yang mengatur jenis dan
sanksi yang menjadi pedoman bagi setiap umat Islam. Hal-hal yang berkenaan

dengan KDRT dalam islam dijelaskan sebagai berikut:3®

3 QS. An-Nisa (4): 19.
3 Amran Suadi dan Mardi candra, Politik Hukum Perperktif Hukum Perdata dan Pidana
Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 132-133
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a. Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Misalnya, menuduh Wanita baik
berzina tanpa bisa menunjukkan bukti yang dapat diterima oleh syariat
Islam. Sanksi hukumanya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan
firman Allah SWT:

Sala (nsd 2 AL aTags Aaa iyl 15 o 2 el G50 ol
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Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik
(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah

80 Kkali. (Qs. An-Nur (24): 4);
b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, sanksi

bagi pelakunya adalah gishas (hukuman mati);

c. Mensodomi, yakni menggauli Wanita dengan duburnya. Haram
hukumnya sehingga pelaku wajib dikenaai sanksi. Sanksi hukumamnya
adalah yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi
untuk mencegah hal yang sama terjadi;

d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya vyaitu
membayar diyat (100 ekor unta), tergantung pada tubuh yang disakiti.
Penuerah terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan
1 kaki 50 ekor unta, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam
1/3 diyat, luka sampai ketulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka
pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta:

e. Perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan
(namun belum sampai melakukannya), dikenakan sanksi penjara 3 tahun
ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika Wanita itu berada dalam
kendalinya seperti pembantu rumah tangga maka akan diberikan sanksi
yang maksimal,

f. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya
tidak mempunyai bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan

sanksi 4 tahun penjara.
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Menurut hukum Islam KDRT tidak hanya membahayakan serta
merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga merusak keuntuhan
keluarga dan psikologis anak. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur
seluruh permasalahan tersebut agar dapat membangun keluarga yang Sakinah,
yang harmonis yang saling menghormati dan mengahrgai, serta tidak merugikan
salah satu pihak. Dari kedua sumber hukum tersebut, dapat dijadikan dasar hukum
untuk menghukum dan membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
dan keluarganya. Selain itu, dua sumber hukum yang mengakui perlunya
perlindungan hukum formal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu
mencegah Tindakan sewenang wenang yang melanggar hak orang lain atau

ditoleransi tanpa alasan yang jelas.®’

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan rumah tangga adalah setiap
perbuatan yang terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan
timbulnya kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, psikologis serta pelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan
merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Kebanyakan korban kekerasan
dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan dan anak.
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Bab Il tentang larangan kekerasan
dalam rumah tangga dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya, dengan cara: (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan psikis; (c) Kekerasan

seksual; (d) Penelantaran rumah tangga.

37 Nurain Soleman, “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT
Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Al-Wardah Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan
Agama, Vol. 14, No 2, (Desember 2020), him. 282
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1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik
yang dialami perempuan/korban diantara lain adalah: tamparan,
pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan,
lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti
pisau, gunting, setrika serta pembakaran.®

2. Kekerasan Psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta
rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal
7 Undang-Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Bentuk kekerasan secara psikologis yang banyak dialami oleh perempuan
adalah berupa makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan
harga diri korban, bentakan dan/atau ancaman yang mengakibatkan
munculnya rasa takut. Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif
Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri di dalam
melaksanakan program Keluarga Berencana dan mempertahankan hak-
hak reproduksinya sebagai perempuan.

3. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual meliputi: (1) Pengisolasian istri dari kebutuhan
batinnya; (2) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak
dikehendaki atau disukai oleh istri; (3) Pemaksaan hubungan seksual
Ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi

dan; (4) Memaksa istri menjadi pelajur atau sebagainya.

3% Ridwan, Kekerasan berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis,
(Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hIm. 85

3% Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persefektif yuridis
viktimologis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), him. 81.
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4. Penelantaran rumah tangga
Penelantaran rumah tangga juga termasuk kedalam kategori Kekerasan,
karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan
rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan ataupun perjanjian wajib memberikan penghipunan,
perawatan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar

rumah sehinnga korban dibawah kendali orang tersebut.*

E. Sanksi dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Penyelesaaian KDRT Menurut Undang-Undang

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah
diatur di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berupa perlindungan sementara terhadap
korban. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Bab
IV Pasal 11 menyatakan, bahwa korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, Lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara ataupun
berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan;

b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

40 pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
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d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani
Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (UU PKDRT) diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan
kekerasan diranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab
VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

a) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
penjara paling lamal0 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh
lima juta rupiah); dan;

d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan

atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga
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2. Penyelesaaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam
Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami, sebagai
pemimpin bagi semua anggota keluarganya, untuk meluruskan potensi
penyimpangan pada istri. Aturan tentang sikap suami terhadap istri yang nusyuz
telah dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam surat an-Nisa ayat 34, yang

berbunyi:
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Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri)
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada
karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang
kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah
mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka
menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan
mereka. 2Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar. (Qs. An-Nisa
(4): 34).4

Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang
dapat diterima menurut hukum syara’, Tindakan itu dipandang Nusyuz (durhaka),
seperti hal-hal berikut ini:*3

a) Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami,
akan tetapi istri tidak ingin pindah kerumah dan/atau istri meninggalakan

rumah tanpa izin suami.

42 Qs. An-Nisa (4): 34.
43 Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Hukum Figh Islam), cet. 80 (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2017), him. 398
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b) Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri,
kemudian pada suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk
rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan
oleh suami.

c) Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh
perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di rumah
yang disediakannya, tetapi istri berkeberatan dengan tidak ada alasan
yang pantas.

d) Apabila istri berpergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya,
walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan
perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Nabi Saw melarang suami memukul, mengejek dan menjelekkan istrinya,
karena hal itu akan menyakiti dan membuat terganggu psikis istri. Nabi Saw tidak
pernah memukul istri-istrinya. Seorang suami diperbolehkan memukul istrinya
apabila jika sudah sangat diperlukan. Maka suami diperintahkan untuk
menanggulangi atau mengajari istrinya dengan cara sebagai berikut, yaitu:**

a) Menasihati
Cara pertama yang diajarkan Islam dalam menyingkapi istri yang nusyuz
adalah menasihati dengan cara yang baik. Menasihati berarti
memberikan pasukan positif atau peringatan halus kepada isrti, bahwa
perbuatan nusyuz adalah perbuatan dosa.

b) Berpisah tempat tidur
Apabila dengan nasihat saja tidak mempan, maka Islam menganjurkan
agar berpisah ranjang, pisah ranjang ini dimaksudkan sebagai teguran
bagi istri secara halus. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur di

kamar, maka suami harus tidur di tempat terpisah dengan istrinya. Cara

4 Rizem Aizid, Figih Keluarga Lengkap, (Yogyakarta: Laksana, Rahman cet-1 2018).
him. 251-253
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ini hanya boleh dilakukan jika cara pertama telah dilakukan dan ternyata
gagal.

¢) Memukul
Apabila cara kedua juga tidak mempan dan istri tetap nusyuz kepada
suami, maka suami boleh memukulnya. Tetapi kebolehan memukul di
sini tidak ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau
pukulan yang sampai menyebabkan luka. Adapun pukulan yang
diperbolehkan adalah memukul dengan halus tanpa menyakiti. Pukulan
itu juga tidak boleh meninggaljan bekas pada tubuh.

d) Mengutus dua ahkam
Cara terkahir yang dianjurkan dan diajarkan Islam adalah mengutus dua
orang hakam. Cara ini dilakukan bila tiga cara sebelumnya telah gagal.
Adapun hakam yang diutus adalah seorang yang dari pihak suami, dan
seorang dari pihak istri. Dilakukan perdamaain (Shulhiz) yang bertujuan
untuk mendamaikan keduanya, atau jika tidak bisa didamaikan untuk
memisahkan keduanya.

Secara bahasa, kata Ash-Shulhii (1<) Berarti artinya: Memutus
pertengkaran/perselisihan. Perdamaain (Shulhi) adalah jalan pertama yang
dilakukan apabila terjadi suatu perselisihan dalam suatu akad dengan
menggunakan cara perdamaian (Siulhii) antara kedua belah pihak. Dalam fikih,
pengertian Shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara
dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.*

Secara istilah (Syara’) ulama mendefinisikan Shulhii sebagai berikut:
Hasby Ash-Siddigie dalam bukunya berpendapat bahwa yang dimaksud Shulhii
adalah:* “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk

melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

4 Khoirul Anwar, Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah, (Jakarta: Kencana cet-1,
2018), him. 63

46 Hashi Ash Siddiqgi, Pengantar Figih Muamalat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), him.
92
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Dasar hukum As-shulhu yang Allah Swt syariatkan di dalam Al-Qur’an,
yang berbunyi:
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Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah

keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap

(golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu,

sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan

adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
bersikap adil. (Qs. Al Hujurat (49): 9)*

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ash-Shulhii
adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang
berlawanan.*® Dari definisi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa “Shu/hii adalah
suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling berselisih,
bertengkar, saling dendam, dan/atau bermusuhan dalam mempertahankan hak,
dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisinan atau

pertengkaran.

47 Qs. Al-Hujurat (49): 9
8 Sayid Sabiq, Figh Al-Sunnah, (Dar Al-Figir, 1987), him. 189
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ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KDRT DI GAMPONG
LAMKUTA BLANG MEE KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR BERDASARKAN QANUN NO.
01 TAHUN 2009 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Profil Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan
Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Dalam sub bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum Gampong

Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam

melaksanakan penelitian serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan

pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini.*°

1. Gampong Lamkuta Blang Mee

a. Nama Kampung : Lamkuta Blangmee
Mukim . Blangmee
Kecamatan : Lhoong
Kabupaten Kota : Aceh Besar Kota Banda Aceh
Luas Wilayah  : +400 Ha
Jumlah Penduduk: 272 Jiwa
g. Keturunan : Aceh
2. Sejarah Gampung

-~ ® o0 o

Gampong Lamkuta Blangmee berdiri sejak zaman Belanda yang
merupakan salah satu gampong pesisir pantai di Kecamatan Lhoong Kabupaten
Aceh Besar. Asal mula nama Gampong Lamkuta Blangmee berasal dari kata
“KUTA” yang berarti gampong atau tempat bermukim suatu komunitas yang
terlindungi. Gampong Lamkuta Blangmee sebelumnya sering disebut Tumpok

“Tunong”.

49 Data Yang diperoleh di Gampong Lamkuta Blangmee
35
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Gampong Lamkuta sedikit lebih maju karena ditunjang oleh adanya pasar
tradisional dengan system “Barter” yang kemudian berkembang pesat. Hal ini
dibuktikan dengan tonggak sejarah Lapoh Peukan dan Jeurat Cina. Berdasarkan
dua kata “Kuta” dana “Peukan” maka dijadikan nama Gampung Lamkuta oleh
orang tua terdahulu.

Sedangkan Peukan adalah tempat berkumpulnya segala komunitas untuk
tujuan dan maksut yang berbeda-beda dengan istilah lain yaitu Kuta berarti tempat
bermukim satu komunitas yang telah maju dibandingkan dengan gampong-
gampong sekitarnya. Sebagai saksi sejarah disinai dapat dilihat:

a. Tempat Perkebunan Cina
b. Lampoh Peukan (menurut cerita bekas peukan/kuta)

Dari hasil peninggalan sejarah tersebut maka terbentuklah satu gampong
yang diberi nama “Lamkuta” dan menurut sejarah gampong Lamkuta adalah
gampong yang ke-2 berdiri di Kemukiman Blangmee.*

3. Kondisi Gampung

Secara administrative kondisi Gampong Lamkuta Blangmee pada saat
sekarang ini berada dalam kecmatan Lhoong yang merupakan daerah pesisir
berjarak dari pusat kecamatan = 4 Km. Warga Gampong Lamkuta Blangmee
pada umumnya bekerja sebagai petani dan peternak, hanya sebagian kecil saja
yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Sopir, Buruh, ataupun
Nelayan.

Kondisi fisik Gampong Lamkuta Blangmee ditinjau dari segi
pemanfaatan lahan/lingkungannya dapat dibagi dalam beberapa unsur
pemanfaatan, yaitu:

Perumahan dan pemukiman

Areal persawahan

Areal perkebunan

Areal laut

Jalan (menghubungkan beberapa gampong yang ada disekitarnya)

® o0 oW

%0 Data Yang diperoleh di Gampong Lamkuta Blangmee
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4. Wilayah Administrasi Gampong Lamkuta Blang Mee dengan batas-batas

administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasa dengan Desa Teungoh Blang Mee

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Lamgeuriheu

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Umong Sribee

Sebelah Barat Berbatasan dengan Samudra Hindia

5. Kondisi Demografis Gampong Lamkuta Blang Mee

a.
b.

o o

o «Q —h o

J-

Jumlah Penduduk Keseluruhan 264 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga 95 KK

Jumlah Dusun pada Desa ini 4 dusun yang terdiri dari:
Dusun Tunong 27 KK

Dusun Manggis 22 KK

Dusun Bale Pala 21 KK

Dusun Kampong Baro 25 KK

Area Persawahan 57 Ha

Area Ladang/Kebun 191 Ha

Perumahan/Perkarangan 30 Ha

6. Data Bangunan Gampong Lamkuta Blang Mee

a.
b.

o o

o Q —Hh o

Meunasah Nurul Makmur
Polindes Lamkuta Blang Mee
SD Negeri Blang Mee

TK AISYIYAH

Balai PKK

Gudang KelompoK Tani
Kantor Keuchik

Dapur Umum

Lumbung Padi

Gudang PKK
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k. Balai TPA®

B. Fungsi dan Peran Aparatur Gampong dalam Penyelesaian Kasus
Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aparatur Gampong dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan pada
dasarnya adalah struktur yang dibentuk untuk mempermudah akses kinerja
Pemerintah Gampong. Artinya, Pemerintah Gampong bukan hanya mengurus
perjalanan struktural pemerintah yang ada, melainkan juga mengurus masyarakat
yang berada pada masalah sosial berupa rumah tangga. Berkembang atau tidaknya
suatu desa bukan hanya tergantung pada pemerintahan yang baik, tapi keberadaan
masyarakat dalam keadaan rukun dan damai dapat berpengaruh terhadap
perkembangan gampong karena rumah tangga adalah organisasi terkecil yang
yang berada dalam ruang lingkup gampong untuk menunjang hidup
berkembangnya gampong.

Seperti yang terjadi di Gampong Lamkuta Blang Mee mengenai peran
pemerintah Gampong Lamkuta Blang Mee telah berjalan secara maksimal hal ini
telah dibuktikan dengan adanya usaha perdamaian serta pencegahan yang
dilakukan oleh pemerintah desa demi menjamin keutuhan keluarga yang
bemasalah dengan berbagai upaya serta tugas dan jabatan sebagai pemerintah
desa sangat menuntut adanya tanggung jawab penuh yang harus dijalankan. Peran
yang dilakukan pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud adalah serangkaian
perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang
diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada
preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu
individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi
harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran
tersebut.>

51 Data Yang diperoleh di Gampong Lamkuta Blangmee
%2 Friedman. Marilyn M, Keperawatankeluarga: teori dan praktik (Jakarta: EGC, 1998)
him. 286
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Fungsi dan peranan Aparatur Gampong sangat menentukan dalam

musyawarah dan mufakat, terutama menyangkut tentang penyelesaian sengketa

dalam gampong yang berbentuk peradilan adat. Terhadap kasus tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan Aparatur Gampong, di

Gampong Lamkuta Blang Mee telah berperan penting dalam menyelesaikan

perkara tindak pidana tersebut. Adapun tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga yang pernah terjadi di Gampong Lamkuta Blang Mee terdapat 6 kasus
pada tahun 2019-2021, yaitu:>3

1.

A (Suami) melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada D (Istri) pada
tahun 2019. Diselesaikan oleh Perangkat Gampong sampai berakhir
damai.

RH (Suami) melakukan kekerasan fisik kepada FT (istri) pada tahun 2019.
Di selesaikan oleh Perangkat Gampong dan diproses ke Mahkamah
Syar’iyah dan berakhir penceraian.

L (Suami) melakukan kekerasan fisik dan verbal yang mempengaruhi
kondisi psikis AN (istri) pada tahun 2020. Diselesaikan oleh Perangkat
Gampong dan diproses perkaranya ke Mahkamah Syar’iyah dan berakhir
perceraian.

AD (Suami) melakukan kekerasan fisik kepada N (Istri) pada tahun 2020.
Diselesaikan oleh Perangkat Gampong sampai berakhir damai.

Y (Suami) melakukan kekerasan fisik dan finansial kepada HD (lIstri) pada
tahun 2020. Diselasaikan oleh Perangkat Gampong sampai berakhir
damai.

WW (Suami) melakukan kekerasan fisik kepada I (istri) pada tahun 2021.
Diselasaikan oleh Perangkat Gampong sampai berakhir damai.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme

diluar pengadilan, sekarang ini semakin sering dilakukan khususnya di Gampong

%3 Wawancara dengan Mujiburrahman sebagai Tokoh adat di Gampong Lamkuta Blang

Mee, pada tanggal 24 November 2022
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Lamkuta Blang Mee dan dalam sebuah keputusan dapat diterima oleh masyarakat,
karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan.

Menurut Bapak Khusyairi sebagai ketua perangkat adat mengatakan,
masyarakat di Gampong Lamkuta Blang Mee sangat menghargai sistem hukum
adat yang berlaku dan sampai saat ini proses dalam penyelesaian perkara melalui
peradilan hukum adat Gampong Lamkuta Blang Mee masih terus berjalan. la
mengatakan dalam proses penyelesaian perkara melalui hukum Gampong
Lamkuta Blang Mee waijib tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi
didalam masyarakat. Karena menurut beliau melambangakan sebagai bentuk
penghargaan atau sebagai bentuk penghormatan untuk para leluhur yang sudah
terdahulu dan petua adat, dan serta-merta untuk menjung-jung tinggi hukum
adat.>*

Berdasarkan doktrin dan pesan adat Geutanyoe Ureueg Aceh, maka
masyarakat Aceh sangat memperhatikan keterpaduan, kebersamaan, keakraban
dan kekeluargaan. Oleh karena itu setiap masalah yang timbul tidak secara
langsung diajukan pada polisi, jaksa dan pengadilan. Karena dalam praktek sosial
masyarakat, apabila permasalahan yang bisa diselesaikan secara adat yaitu prinsip
musyawarah dan mufakat maka permasalahan tersebut akan mendapatkan
putusan daripada hasil dari musyawarah tersebut.

Adapun pendapat menurut Bapak Wildan Jamal, sebagai sekretaris
Gampong di Gampong Lamkuta Blang Mee, menjelaskan bahwa penyelesaian
perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan hukum adat dapat
diterima oleh masyarakat dikarenakan dianggap dapat menjangkau rasa keadilan,
proses penyelesaian perkaranya cepat dan dengan biaya ringan.

Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di
Gampong Lamkuta Blang Mee dilaporkan ke perangkat gampong serta

diselesaikan di tingkat peradilan gampong. Setelah korban merasakan kurang

4 Wawancara dengan Khusyairi sebagai Keuchik di Gampong Lamkuta Blang Mee, pada
tanggal 23 November 2022
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nyaman atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepadanya, korban
melakukan upaya yang pertama yaitu membicarakan kepada pihak orang tuanya,
kemudian korban mengadukan/melaporkan kepada Keuchik, untuk segera
mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian selanjutnya.>®

Upaya pertama lainnya yang sangat dihimbau oleh Aparat Gampong ke
masyarakat, apabila mendengar atau melihat keributan dan kekerasan disekeliling
maka wajib masyarakat untuk mengamankan korban agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak di inginkan serta langsung melaporkan ke Aparatur Gampong dan
keluarga atau orang tua korban.

Setelah pengaduan itu diterima maka yang dilakukan oleh Aparatur
Gampong yaitu mengamankan para pihak untuk berada pada suatu tempat yang
tidak memungkinkan dapat berhadapan lagi dengan pihak yang bersengketa atau
keluarga para pihak yang bersengketa. Kemudian para pihak orang tua mengambil
anak dari pelaku dan korban untuk diamankan di rumahnya, supaya mereka
merasa aman dari perkara yang terjadi antara ayah beserta ibunya. Setelah itu
Keuchik mengamankan korban dari pelaku dengan cara memisahkan sementara
keduanya sehingga adanya kesimpulan untuk musyawarah dalam konsep
penyelesaian perkara, kemudian Keuchik dan Ureung Tuha masing-masing dari
kedua belah pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk mengambil
kesimpulan bagaimana menyelesaikan perkara tersebut.®

Selanjutnya Aparatur Gampong mengusut dan menyelidiki penyebab
terjadinya sengketa pada pihak-pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada
pihak-pihak saksi yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut. Di
samping itu keluarga dari kedua belah pihak juga terus melakukan upaya
mendinginkan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan masing-masing

pihak untuk menyadari segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan

%5 Wawancara dengan Wildan Jamal sebagai sekretaris Gampong di Gampong Lamkuta
Blang Mee, pada tanggal 24 November 2022

6 Wawancara dengan Khusyairi sebagai Keuchik di Gampong Lamkuta Blang Mee, pada
tanggal 23 November 2022
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mereka bersengketa. Apabila upaya itu berhasil baik, maka para pihak yang
bersengketa beserta dari kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama
memusyawarahkan langkah selanjutnya, apakah bisa diselesaikan di keluarga
atau perlu sengketa kedua belah pihak untuk disidangkan oleh aparatur
gampong.®’

Pada umumnya semua sengketa langsung dilaporkan/diadukan kepada
Keuchik kemudian dibawa dan disidangkan di Meunasah. Tetapi sidang
musyawarah penyelesaian sengketa/ perselisihan yang melibatkan perempuan dan
anak, baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah
satu pimpinan adat seperti rumah Keuchik, Imuem Meunasah atau rumah anggota
Tuha Peut, sesuai dengan keadaan gampong.

Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa
dan ureung tuha kedua belah pihak, penyelesaian sengketa perkara tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga ini diselesaikan di rumah tinggal bersama korban
(istri) dan pelaku (suami). Karena mereka menganggap bahwa tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga ini ialah bersifat aib dari keluarga dan mereka juga
tidak mau apabila sengketa ini bisa menjadi sebuah gosip (bahan pembicaraan)
dalam masyarakat.>®

Dalam tahap musyawarah kesepakatan yang dicapai tersebut dibuat dalam
sebuah perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah disepakati dan ditanda
tangani oleh kepala desa, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Perjanjian tersebut memuat beberapa pernyataan yaitu sipelaku tidak lagi
mengulangi perbuatannya, jika sipelaku melanggar isi surat perjanjian tersebut

maka sipelaku harus rela/pasrah jika dilaporkan ke polisi.>®

57 Wawancara dengan Wildan Jamal sebagai sekretaris Gampong di Gampong Lamkuta
Blang Mee, pada tanggal 24 November 2022

%8 Wawancara dengan Mujiburranman sebagai Tokoh adat di Gampong Lamkuta Blang
Mee, pada tanggal 24 November 2022

% Pasal 6 Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Keamanan Dan Ketertiban Gampong
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Tindakan penyelesaian dari aparatur gampong Lamkuta Blang Mee
didasari pada Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Pasal
6 yang berbunyi:

1. Jika terjadi sengketa/perselisihan dalam rumah tangga dapat diselesaikan
secara bertingkat, dari tingkat keluarga, dusun dan gampong sesuai
dengan hukum adat yang berlaku.

2. Terhadap pelaku pertikaian yang lari mencari perlindungan ke Meunasah
atau rumah warga lainnya, maka setiap warga diwajibkan untuk
melindunginya.

3. Tata cara perdamaian ditetapkan oleh keuchik sesuai dengan hukum adat
yang berlaku di gampong.

Pelaku atau orang yang bertikai lari untuk mencari perlindungan ke
Meunasah atau ke rumah orang lain, maka setiap warga diwajibkan untuk
melindunginya. Warga yang tidak melindungi seperti maksud maka dikenakan
sanksi berupa harus menyediakan ketan kuning 1 hidang.

Menurut penulis Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun
2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee, belum
dijelaskan secara rinci dan jelas bagaimana upaya penyelesaaian sengketa di
dalam rumah tangga, bisa dikatakan masih sangat lemah sebagai alat penyelesaain
perselisihan dalam rumah tangga, karena belum memenuhi kaidah-kaidah dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Sehingga penulis berharap adanya revisi kearah yang lebih baik
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didalam Qanun Nomor 01 Tahun 2009
Tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee, Kecamatan
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Sehingga karena sudah dibuatnya Qanun Gampong oleh aparatur
Gampong agar bisa diterapkan dengan baik dalam lingkungan Gampong sehingga
tidak ada lagi pelaku Kejahatan yang terjadi di Gampong Lamkuta Blang Mee
dan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai.
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C. Proses dan Tata cara Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam
Rumah Tangga

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh, diawali dari kebiasaan-kebiasaan
yang berlaku serta masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola
penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat
gampong, peradilan adat gampong diselenggarakan layaknya sebuah pengadilan.
Prosesnya jelas dan sederhana, setiap pihak dalam berperkara diberi hak
menyampaikan argumentasi, membantah argumentasi pihak lawan dan hakim
menyimpulkannya untuk diwujudkan dalam sebuah bentuk putusan.

Proses penyelesaian perkara dengan peradilan adat, dilakukan dalam
beberapa tahap. Pentahapan itu diadakan, dengan maksud agar hakim maupun
para pihak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji perkara
yang dihadapi secara mendalam. Secara umum proses penyelesaian
perselisihan/sengketa melalui lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak
terlalu formal. Perkara dalam proses lembaga adat dapat dikatagorikan ke dalam
dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang
bersifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni
apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.®

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan
kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan
semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada
perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya
cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana
yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya
memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan
korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses menyidikan dan penyelidikan,

sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana

0 Wawancara dengan Khusyairi sebagai Keuchik di Gampong Lamkuta Blang Mee, pada
tanggal 23 November 2022



45

pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya
kekerasan yang terulang setelah proses damai.

Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan
dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Proses penyelesaian perkara tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan di tempat tertutup, seperti
rumah Keuchik, Imeum Gampong, rumah para pihak yang bersengketa, atau
tempat lain yang dapat menjaga rahasia, karena Keuchik beranggapan bahwa
apabila sidang ini di sidangkan secara terbuka untuk umum dan di saksikan oleh
masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan
jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa ikut malu karena
adanya sengketa antara orang tuanya dan juga persengketaan ini merupakan aib
sebuah keluarga.®*

Adapun proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee setelah mendapatkan kesimpulan
musyawarah dan mufakat dari Keuchik dan Ureung Tuha masing-masing kedua
belah pihak yang bersengketa, maka tahapan penyelesaian tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di peradilan adat Gampong Lamkuta Blang Mee,
yaitu:%?

1) Tahapan pelaporan

Pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melapor bisa siapa saja,
bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para
saksi pada saat kejadian. Pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepada
Kepala Dusun, Keuchik atau melaporkan kejadian tersebut kepada Aparatur
Gampong. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa atau perkara itu
memungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga, maka Kepala Dusun atau

Keuchik akan menyerankan lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun

61 Wawancara dengan Mujiburrahman sebagai Tokoh adat di Gampong Lamkuta Blang
Mee, pada tanggal 24 November 2022

62 Wawancara dengan Wildan Jamal sebagai sekretaris Gampong di Gampong Lamkuta
Blang Mee, pada tanggal 24 November 2022
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jika tidak bisa maka Kepala Dusun atau Keuchik akan menyelesaikannya melalui
lembaga adat.
2) Penerimaan perkara
Setelah di terima pengaduan perkara disampaikan oleh korban.
Berdasarkan pengaduan yang telah diterima oleh Keuchik, Keuchik memanggil
anggota peradilan gampong untuk berapat, dan dalam rapat itu diberitahukan
tentang pengaduan atau laporan yang diajukan oleh korban terhadap tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga. Rapat yang pertama diadakan di kediaman
Keuchik, kemudian rapat selanjutnya diadakan di kediaman korban.
3) Mendengar keterangan dari pihak bersengketa
Pada tahap ini, anggota peradilan melakukan rapat di kediaman korban
untuk mendengar keterangan dari pihak bersengketa atas kasus yang terjadi.
Dalam rapat ini, Pertama dipanggil dan didengarkan keterangan dari pihak
pelapor. Pihak pelapor diminta penjelasan dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap
kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk bukti dan saksi yang
mendukungnya. Kemudian Aparatur Gampong mendegarkan keterangan dari
pelaku terkait penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
tersebut. Introgasi pelaku dan korban di lakukan secara terpisah.
4) Mendengar keterangan dari pihak saksi
Aparatur Gampong memanggil saksi ke kediaman korban, dimana
peradilan yang dilaksanakan untuk meminta keterangan yang benar dan jelas
kepada saksi yang melihat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
5) Tahapan putusan dan pemberian sanksi
Sebelum pengambilan putusan anggota lembaga adat lainnya
akanmemberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi dan bermusyawarah
untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para
pihak lembaga adat akan memberikan alternatif lainnya. Serta adanya pemberian

nasihat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk
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berupaya mengingatkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat tidak
disukai Allah.

Pada saat sidang pengambilan keputusan Keuchik menanyakan kepada
kedua belah pihak yang bersengketa tentang solusi yang akan diberikan dan
keputusan yang diambil untuk kebaikan kedua bela pihak, dan kedua belah pihak
bebas menerima atau menolak keputusan tersebut. Apabila dengan solusi yang
telah diberikan tidak dapat diterima, maka pihak lembaga adat memenuhi
kehendak mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka akan
dipersilahkan kalau memang keputusan tersebut baik untuk yang bersengketa.®®

Apabila dianggap cukup jelas duduk perkara kasus yang dilaporkan dan
sudah mendengar keterangan saksi yang disampaikan, maka segera menentukan
bentuk penyelesaian dan sanksi adat yang tepat dan adil untuk diterapkan dalam
menyelesaian sengketa tersebut. Dalam penyelesaian Aparatur Gampong
berusaha mengingat-ngingat kasus yang lama yang telah pernah terjadi serta
bentuk penyelesaiannya atau sanksinya yang sudah pernah diterapkan. Bila ada
kasus yang serupa yang telah pernah terjadi yang diketahuinya, maka akan
dikemukakan kepada majelis sebagaimana penyelesaian perkara sebelumnya.
kemudian majelis akan mempertimbangkan jika model penyelesaian yang
bersangkutan cocok dan tepat digunakan sebagai model penyelesaian perkara
yang dihadapi.

Adapun dasar penyelesaian sengketa peradilan gampong tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam bentuk perdamaian. Konsep
perdamaian yang digunakan ialah prinsip kompromi dengan cara mendamaikan
kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, sehingga suatu persoalan tidak
diperpanjang atau dibesar-besarkan ke pihak hukum selanjutnya.

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah

beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan,

83 Wawancara dengan Khusyairi sebagai Keuchik di Gampong Lamkuta Blang Mee, pada
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dan meminta maaf di depan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti
rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar
adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil)
dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan
meminta maaf di depan keluarga dan di depan majelis sidang dan berjanji untuk
tidak mengulangi, serta menandatangani surat perjanjian yang menyatakan tidak
akan mengulangi perbuatan tersebut.

Putusan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini
Keuchik memutuskan bahwa, berdasarkan pertimbangan Tuha Peut, tokoh ulama
gampong, Tuha Lapan, dan Aparatur Gampong lainnya. Serta berdasarkan
keterangan saksi yang telah diberikan kepada majelis peradilan adat. ®*

Segala sanksi yang di berikan berlandasan pada Pasal 12 Qanun Gampong
Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan Dan Ketertiban
Gampong, diatur sebagai berikut: Perselisinan, pertikaian atau perkelahian
diperkarangan rumah atau dalam rumah antara lain:%°

o Pelaku diwajibkan mempeusiejuek tempat kejadian dengan ketentuan;

pelaku menyediakan satu ekor kambing berumur minimal dua tahun,
ketan kuning 1 (satu) hidang serta minuman;

e Kaorban ditepung tawari dengan ketan kuning atau peusijuk;

e Tempat acara perdamaiaan ditentukan oleh keuchik atau orang tua

Gampong.

Pandangan penulis terhadap sanksi yang diatur didalam Qanun Gampong
Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan Dan Ketertiban
Gampong lebih mengarah pada sanksi perselisihan dan atau perkelahian antar
warga, belum ada aturan Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga

sehingga belum adanya perlindungan terhadap korban dan wanita. Sanksi-sanksi

64 Wawancara dengan Mujiburrahman sebagai Tokoh adat di Gampong Lamkuta Blang
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tersebut belum dianggap cukup baik karena hanya lebih fokus di damaikan dan
memberikan nasehat sehingga masih ada pelaku yang mungkin bisa mengulangi
perbuatannya meskipun sudah pernah didamaikan sehingga belum ada aturan
khusus untuk memberikan perlindungan dan keadilan keadilan bagi korban. Dari
hal ini semoga kebijakan-kebijakan gampong atau Qanun gampong bisa terus
berkembang kearah yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
memberikan keamanan serta kedamaian dalam lingkungan masyarakat.

Penulis berharap sanksi yang akan diberikan memberikan efek jera bagi
sipelaku salah satunya seperti dikucilkan di Gampong atau tidak dibantu jika ada
acara dirumahnya sebagai efek jera bagi perilaku terhadap apa yang telah
dibuatnya serta agar masyarakat tidak melakukan hal serupa.

Pemberian sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga, Penulis berharap dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai
dengan kesalahan, dikondisikan dalam suasana pemulihan keadaan (bukan dalam
konteks penghukuman) dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak.
Karena ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan peyelesaian sengeta secara adat
yakni memulihkan keadaan yang bertujuan untuk ketentraman dan keharmonisan
masyarakat. Jangan sampai pemberian sanksi tersebut berefek pada semakin tidak
harmonisnya para pihak yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat
dengan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, kearifan dan

kebijaksanaan para Aparatur Gampong Lamkuta Blang Mee.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan
dalam Rumah Tangga Di Gampong Lamkuta Blang Mee

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga

secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al-Qur’an

maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya

dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:
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Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telahkamu berikan
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak
menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak. (QS An-Nisa 4: 19)
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Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri
dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang
dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan
perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep
lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah
perlindungan. Sebagaimana hadith Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan
kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan
maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan
mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan

mendapatkan perlindungan.®®

% Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak, Terj. Alawiyah
Abdurrahaman. Child Care in Islam (Bandung: Al Bayyan, 1990), him. 37
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Namun  bagaimana jika kekerasan itu  dilakukan  untuk
mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran
Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan

memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagia dari
harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-nisa (4): 34).

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat
untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap
anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan
lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang
meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang
menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw.

Hadis lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah
memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan.
Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu
dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad
di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim).%’

67 Shahih Muslim, No. 4296
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Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat
membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu
mengendalikan dirinya saat sedang marah.”

Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus
dilakukan secara hati-hati. Islam mengajarkan bahwa pemberian hukuman harus
diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku
serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara
mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadith diatas.5®

Islam adalah agama Rahmatan Lil’alamin yang menganut prinsip
kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadian. Tujuan perkawinan adalah
tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala
perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan
dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.
Pada hukum Islam hukuman terdapat pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga
diancam dengan uqgubah ta’zir Di mana Kekerasan dalam Rumah Tangga
termasuk salah satu perbuatan jarimah. Karena kekerasan itu perbuatan yang
sangat dilarang itu termasuk kedalam tindakan yang terlarang dan tidak berperi
kemanusiaan. Didalam hukum Islam juga telah diatur bagaimana tatanan
kehidupan dalam berumah tangga.

Dengan kata lain fa’zir merupakan hukuman terhadap perbuatan
kekerasan atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau
pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa ta’zir mempunyai
ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga karena ta’zir juga
merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman ta zir

dapat timbul akibat perbuatan yang seharusnya di hukum had atau gishas, akan

& Aliah B Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang
Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008), him. 210
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tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan had atau
di kenakan gishas, maka hukumannya beralih kepada ta zir. Dalam kasus ta ’zir
adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan
untu berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan/diberikan kepada
pelaku dan bagaimana cara pelaksanaanya. Dengan demikian, ketegasan
hakim/pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hal ini sangat
diperlukan.5®

Penyelesaian perkara pidana adat dalam masyarakat selalu diupayakan
melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh
sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidah-
kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian
perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu di praktikkan dalam
kehidupan masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, menggambarkan bahwa
penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat dapat dirasakan
keadilannya oleh masyarakat. Hal ini dianggap karena cepat dan sederhana serta
tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat
mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.”

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Keuchik Gampong
Lamkuta Blang Mee, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana adat
melalui peradilan adat harus dikedepankan rasa kekeluargaan serta prinsip
perdamaian. Disinilah menandakan bahwasanya penyelesaian secara hukum adat
dapat dirasakan oleh masyarakat secara damai dan terciptanya unsur kekeluargaan
tanpa harus ada dendam antar dua pihak. Berdasarkan asas rukun, tenteram dan
asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam

bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan

8 Djazuli, Kaidah Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 160.
0 Wawancara dengan Mujiburrahman sebagai Tokoh adat di Gampong Lamkuta Blang
Mee, pada tanggal 24 November 2022
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para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan
masyarakat dengan alam lingkungannya. "

Penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan
seseorang dalam agama Islam, yaitu menganjurkan perdamaian. Dalam perkara
pidana adat di Gampong Lamkuta Blang Mee, maka dalam proses
penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai
kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hukum bersumber dari
ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang
pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di gampong dengan
nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya yaitu Qanun
Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan Dan
Ketertiban Gampong.

Perdamaian di antara pihak yang bersengketa adalah baik dan dibolehkan,
adapun cara yang dilaksanakan untuk meraih kedamaian adalah dengan cara
musyawarah, dalam hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip peradilan adat
Gampong Lamkuta Blang Mee dalam penyelesaian perkara tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga, dimana kedamaian adalah hak mutlak yang harus
dicapai dalam menyelesaikan suatu persengketaan demi tercapainya kebaikan
bersama dalam masyarakat.’?

Analisis hukum Islam terhadap penerapan sanksi atupun hukuman yang
diterapkan oleh Aparatur Gampong dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga di peradilan Gampong Lamkuta Blang Mee, Abdul Qadir
Audah sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengatakan, bahwa
hukuman/sanksi adalah: Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan
untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas

ketentuan-ketentuan syara”.

"I Wawancara dengan Khusyairi sebagai Keuchik di Gampong Lamkuta Blang Mee, pada
tanggal 23 November 2022

2 Wawancara dengan Wildan Jamal sebagai sekretaris Gampong di Gampong Lamkuta
Blang Mee
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan
balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan
orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Tetapi pada konteks penyelesaian
perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hukuman/sanksi yang
diberikan kepada pelaku bukanlah balasan yang setimpal, akan tetapi pemberian
sanksi/hukuman yang diberikan berupa pembalasan untuk kemaslahatan
masyarkat. Dalam penerapan hukuman/sanksi, berbagai kebijakan yang
ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan
maupun masyarakat dalam kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang
menimbulkan kejahatan.”

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, maupun berbagai ketentuan dari Ulil
Amri yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus ta zir.
Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari
ancaman kejahatan. Penerapan sanksi nasehat, teguran, permintaan maaf serta hal
yang harus dilakukan setelah penerapan sanksi yaitu peusijuek terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Aparatur
Gampong dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di
Gampong Lamkuta Blang Mee yaitu berbentuk sanksi hukuman ta zi karena
prinsip hukuman ta ’zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran
kepada pelaku serta memberikan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan
membawa kemudahan bagi masyarakat.

Dari uraian di atas Penulis menyimpulkan bahwa, penyelesaian tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Lamkuta Blang Mee tidak
bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut sesuai dengan
konsep hukum ta’zir. Hukuman ta zir yang diberikan adalah berupa nasehat,

sanksi teguran, dan pernyataan maaf.

8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 2.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpuulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-
bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan merangkum beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aparatur gampong dalam penyelesaiaan kasus kekerasan kekerasan
dalam rumah tangga menghimbau ke masyarakat, apabila mendengar atau
melihat keributan dan kekerasan disekeliling maka wajib masyarakat untuk
mengamankan korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan serta
langsung melaporkan ke Aparatur Gampong dan keluarga atau orang tua
korban dan mengamankan para pihak untuk berada pada tempat yang tidak
memungkinkan dapat berhadapan lagi dengan pihak yang bersengketa atau
keluarga para pihak yang bersengketa. Selanjutnya Aparatur Gampong
mengusut dan menyelidiki penyebab terjadinya sengketa dan mencari bukti
kebenaran pada pihak saksi yang mengetahui atau melihat sengketa
tersebut, apabila upaya itu berhasil baik, maka para pihak yang bersengketa
beserta dari kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama
memusyawarahkan langkah selanjutnya, apakah bisa diselesaikan di
keluarga atau perlu sengketa kedua belah pihak untuk disidangkan oleh
aparatur gampong.

2. Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang
pertama Tahapan pelaporan yaitu Pada perkara kekerasan dalam rumah
tangga yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku,
salah satu keluarga keduanya, bahkan para saksi pada saat kejadian Kedua
Penerimaan perkara yaitu Keuchik memanggil anggota peradilan gampong
untuk berapat, dan dalam rapat itu diberitahukan tentang pengaduan atau

laporan yang diajukan oleh korban terhadap tindak pidana kekerasan dalam
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rumah tangga. Ketiga Mendengar keterangan dari pihak bersengketa yaitu
dipanggil dan didengarkan keterangan dari pihak pelapor Keempat
Mendengar keterangan dari pihak saksi yaitu Aparatur Gampong
memanggil saksi ke kediaman korban, Kelima Tahapan putusan dan
pemberian sanksi Putusan yaitu penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga ini Keuchik memutuskan berdasarkan pertimbangan
Tuha Peut, tokoh ulama gampong, Tuha Lapan, dan Aparatur Gampong
lainnya. Serta berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada
majelis peradilan adat.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam
Rumah Tangga Di Gampong Lamkuta Blang Mee, Hukum bersumber dari
ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan)
yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di gampong
dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya yaitu
Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Keamanan Dan Ketertiban Gampong. Penyelesaian tindak pidana
kekerasan dalam rumah di Gampong Lamkuta Blang Mee tidak
bertentangan dengan hukum Islam, karena penyelesaian tersebut sesuai
dengan konsep hukum fa zir. Hukuman ¢a 'zir yang diberikan adalah berupa

nasehat, sanksi teguran, dan pernyataan maaf.

B. Saran

1. Demi tegaknya hukum adat dan demi terwujudnya pembangunan hukum
adat di Aceh, maka perlu perhatian yang khusus dari pihak pemerintah, dan
seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembangunan hukum adat di Aceh
betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-
undangan.

2.Lembaga adat Gampong Lamkuta Blang Mee dapat memperkuat
kedudukan dari segi hukum adat dengan meningkatkan sosialisasi ke semua
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lapisan masyarakat secara merata. Tetap bersikap profesional dalam
menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat dengan
menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat,
sehingga keadilan itu benar-benar berpihak pada yang benar. Dengan
demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat atau pemangku
adat Gampong Lamkuta Blang Mee.

3. Aparatur Gampong terus mengembangkan dan memperbaiki kekurangan-
kekurangan dari Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun
2009 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Gampong agar memberikan

keadilan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat
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Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pedesaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
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Qanun
Qanun Gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Keamanan
dan ketertiban Gampong Lamkuta Blang Mee

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor :6330/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp :-
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Keuchik
2. Aparatur Gampong Lamkuta Blang Mee

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM :JULITA LIANA / 180104067
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang :Lhoong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/lbu pimpin dalam
rangka penulisan Skripsi dengan judul Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Oleh Aparatur Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 1 Tahun 2009 Tentang Keamanan
dan Ketertiban Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.
Banda Aceh, 30 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Desember
2022 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



LAMPIRAN 3: Surat Responder

:& PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Q)] KECAMATAN LHOONG
="l GAMPONG LAMKUTA BLANG MEE
(. Baxdi Aceh - Calang b ¢ KidePos 23334 e LY
SURAT KETERANGAN
Namor : 4207203

Yang bertanda fangan di bewah il -

Nama * KHUSYAIRI
NIK : 1105012005700001
Jabaten . Keuch& Gamgong Lamkuta Blang Mee

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama CJULITA LIANA

Nint . 180104067

PradiSemarsler ¢ Hukum Pldane lglami 1X (Sambilan)
Alamal . Gampang Teungeh Gaunteut Kec. | hoong

Kazupalan Aceh Sesar.

Benar yang tersebut nemanya distas telah melakukan konsultasi dan wiwancara di
Gamporg Lamkuta Blang Mees Kecamatan Lhoorg Kahupalen Aceh Besas unluk
menyssun  skapgsi  yarg  berjudul  Penyslesaian Kasus Kekerasan Dalam
RumahTengga Oleh Aparatur Gamgong Lamhula Blang Mee Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Beaar Berdasarkan Qanun No. 1 Tahun 2009 Tentang Keamanan
dan Ketertiban Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Comikian sural keterangan ini kami kaluarkan vituk capat dipergunakan seperiunya




LAMPIRAN 4: Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

10.

VERBATIM WAWANCARA

Bagaimana bapak/ibu pertama kali mengetahui bahwa ada kejadian
tersebut?

Apakah tindakan yang bapak lakukan setelah mengetahui kejadian
tersebut selaku Aparatur Gampong?

Bagaimana menurut bapak/ibu penyebab atau faktor bisa terjadinya kasus
kekerasan dalam rumah tangga?

Bagaimna tindakan bapak untuk mengatasi kendala tersebut?

Apakah ada bantuan dari pihak lembaga pemerintah atau lembaga tertentu
untuk sosialisasi pencegahan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah
tangga?

Bagaimana fungsi dan peran aparatur gampong dalam meyelesaikan kasus
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ganun gampong
Lamkuta Blang Mee No. 01 Tahun 2009 tentang keamanan dan ketertiban
gampong?

Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
berdasarkan ganun gampong Lamkuta Blang Mee Nomor 01 Tahun 2009
tentang keamanan dan ketertiban gampong?

Apakah Qanun tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ganun gampong Lamkuta Blang
Mee Nomor 01 Tahun 2009 tentang keamanan dan ketertiban gampong,
apakah ada kekurangan atau kelemahan yang perlu di perbaiki dan di
tingkatkan?

Apakah penyelesaian kasus-kasus tersebut sudah sesuai dengan Hukum

Islam?



LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

FOTO OBSERVASI DI GAMPONG LAMKUTA BLANG MEE,
KECAMATAN LHOONG, KABUPATEN ACEH BESAR

Judul Penelitian : Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Oleh Aparatur Gampong (Kajian Penerapan Qanun No.
01 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Ketertiban
Gampong Lamkuta Blang Mee Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar).

Nama peneliti : Julita Liana

Prodi : Hukum Pidana Islam

Tempat Penelitian  : Gampong Lamkuta Blang Mee, Kecamatan Lhoong,

Kabupaten Aceh Besar.

1. Struktur Organisasi Gampong Lamkuta Blang Mee
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3. Wawancara dengan Tokoh adat Gampong Lamkuta Blang Mee
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